






A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia, perihal 
tersebut termaktub dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang 
kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 
Tahun 2002 kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 Pasal 28 B ayat 1 yang berbunyi, “Setiap anak berhak memperoleh 
pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasanya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Kemudian dalam Pasal 5 
Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi, “Kewajiban dan 
tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui 
kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Undang-
Undang tersebut berisikan, bahwa pendidikan untuk anak merupakan tanggung 
jawab semua elemen. 
Meskipun pemerintah menetapkan peraturan tentang perlindungan anak 
terbaru yang mengalami perubahan, yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 akan tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. Hal itu dapat 
dilihat dengan semakin banyaknya permasalahan yang menyangkut hak anak, 
pelanggaran hak anak serta belum terpenuhinya hak pendidikan anak yang 
semakin komplek. Oleh karena itu, upaya pemenuhan hak pendidikan anak perlu 
mendapatkan perhatian yang baik dan diperjuangkan secara terus menerus oleh 
semua pihak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 
2002 jo Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 
1, bahwa “pendidikan dan pengajaran yang harus didukung pihak orang tua di 
rumah berupa mengajarkan pendidikan non formal seperti pendidikan tentang tata 
krama, budi pekerti luhur, mendampingi dan mengontrol perkembangan 
anaknya”. Tanpa adanya pendidikan non formal  di rumah dari orang tua atau 
2 
 
masyarakat mengakibatkan suatu permasalahan dalam proses pendidikan anak 
yang dapat menghambat pengembangan bakat dan minat anak tersebut.  
Solo merupakan kota yang memiliki visi dan misi menjadi kota layak 
anak. Layak anak meliputi pemenuhan hak pendidikan anak, menghilangkan 
kekerasan terhadap anak, dan lingkungan belajar anak yang layak. Beberapa 
upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo termasuk Walikota Solo, Bapermas 
(Badan Pemberdayaan Masyarakat), dan Dinas Pendidikan Kota Solo. Salah satu 
upaya dari Pemerintah Kota Solo adalah dengan mendukung gerakan relawan 
sosial di bidang pendidikan dalam menjadikan Solo kota layak anak serta 
memenuhi hak pendidikan anak. 
Sebagai kota dengan visi menjadi kota layak anak, Kota Solo masih 
memiliki berbagai permasalahan terhadap pemenuhan hak pendidikan terhadap 
anak. Berdasarkan data dan fakta menunjukkan bahwa partisipasi warga kota Solo 
dalam memenuhi hak pendidikan terhadap anak masih sangat rendah. Perihal 
tersebut disampaikan Kepala Bapermas Kota Solo terdapat 56 kasus pelanggaran 
terhadap hak anak yang dilakukan di kota Solo tahun 2015. Beberapa faktor 
seperti kesibukan keluarga, lingkungan masyarakat, serta tempat bermain dan 
belajar anak yang tidak mendukung merupakan faktor yang mempengaruhi 
kurangnya pemenuhan hak-hak pendidikan anak. Data lain yang diperoleh dari 
tabel monografi Kelurahan Joyotakan angka anak umur sekolah yang berjumlah 
1.242 anak, ada 6% atau 71 anak yang tidak bersekolah, angka tersebut di atas 
rata-rata angka kecamatan yang hanya 4%. Di bulan Desember-Januari 
2016/2017, terdapat dua kasus terkait pelanggaran terhadap pemenuhan hak 
pendidikan anak di Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan. Berdasarkan 
observasi peneliti, diketahui bahwa kasus tersebut adalah anak usia SD (Sekolah 
Dasar) putus sekolah dikarenakan faktor kesadaran orangtua yang kurang 
memahami dalam pemenuhan hak pendidikan anak. 
Pelanggaran terhadap hak-hak anak yang meliputi kekerasan terhadap 
anak, lingkungan layak anak, dan khusunya pemenuhan hak pendidikan anak 
dapat diselesaikan dengan dua jalur hukum pidana dan jalur diluar hukum pidana. 
Hal ini sesuai dengan pendapat G.Peter Hoefnagels dimana “jalur hukum pidana 
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bisa disebut jalur penal dan jalur pencegahan tanpa pidana disebut jalur non penal. 
Jalur penal menitikberatkan pada sifat represif sedangkan non penal lebih bersifat 
preventif. Usaha mengurangi pelanggaran hak anak termasuk hak pendidikan anak 
dapat melalui jalur non penal adalah dengan cara pemberdayaan masyarakat”. 
(Syahrudin Husein, 2003: 4) 
Mengenai pemberdayaan masyaratakat, Totok Mardikanto berpendapat 
“Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai pemberian kesempatan kepada 
semua warga, agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama dalam setiap 
pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pembangunan”. (2010:40) 
Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian pembangunan 
nasional. Melindungi anak artinya adalah melindungi manusia seutuhnya (Arif 
Gosita, 1985:18). Perlindungan anak sebagai salah satu bagian dari pembangunan 
nasional memerlukan peran serta masyarakat. Pembangunan saat ini dilaksanakan 
telah beralih pada strategi alternatif yang lebih menitik beratkan pada partisipasi 
dan kesadaran warga masyarakat (Totok Mardikanto, 2010: 23). 
Dalam mengurangi pelanggaran dalam pemenuhan hak pendidikan anak, 
kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan gerakan (movement) 
untuk mengajak masyarakat berpartisipasi langsung dalam merealisasikan 
memenuhi hak pendidikan anak.  
Terkait produktivitas suatu kelompok Steiner berpendapat “Produktivitas 
suatu kelompok, mampu melakukan gerakan (movement) pada suatu masalah 
sosial di dalam warga masyarakat, jika kelompok tersebut memiliki 3 
determeinan, yaitu apa yang dituntut oleh program/tugas sosial (task demands), 
sumber daya dalam kelompok tersebut (resources), dan langkah proses kelompok 
dalam menyeleseikan.” (Khomsahrial Romli, 2014: 40). 
Tingkat produktivitas kelompok tersebut sejalan dengan Solo Mengajar 
di Kelurahan Joyotakan, sebagai kelompok yang memiliki movement atau gerakan 
sebagai tujuan menjadikan warga menjadi warga yang memiliki sebutan GMM 
(Gerakan Masyarakat Mengajar). Memiliki program (task demands) berupa 
program SOMFA (sosisalisasi, mediasi, dan fasilitasi) yang dijalankan oleh 
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volunteer dan warga Kelurahan Joyotakan sebagai sumber daya (resources) 
untukk menjalankan program kegiatan tersebut. 
Membangun kesadaran masyarakat dalam memenuhi hak pendidikan 
anak dapat dilakukan dengan mendukung adanya gerakan suatu komunitas sosial 
di bidang pendidikan dalam masyarakat tersebut. Solo Mengajar sebagai gerakan 
sosial di bidang pendidikan mencoba mendorong dan meningkatkan kesadaran 
masyakat bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam belajar sangatlah penting dalam 
mengembangkan potensi diri yang dimiliki anak. 
Komunitas Solo Mengajar merupakan komunitas sosial yang bergerak di 
dalam bidang pendidikan. Hal tersebut dinyatakan pendiri Solo Mengajar, bahwa 
“Solo Mengajar adalah movement di bidang pendidikan yang berdiri secara 
independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik/ormas manapun. Didirikan 
karena panggilan hati untuk melayani anak-anak di bidang pendidikan dan 
kebudayaan yang bersumber dari nilai-nilai ke-Indonesia-an di dalam bingkai 
NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.” (Gentur Yoga, Booklate Solo Mengajar 
Hal 4-5). 
Solo Mengajar melalui strategi yang di dukung program SOMFA 
(sosialisasi, mediasi, dan fasilitasi), bertujuan menyadarkan warga bahwa anak 
harus terpenuhi akan hak pendidikan, tidak terlantar dan miskin akan pendidikan 
untuk masadepan anak. Strategi program SOMFA selain dapat meningkatkan 
kesadaran warga juga diharapkan sebagai sarana membentuk warga negara yang 
demokratis, kritis, peka dan kontibutif terhadap bangsa dan negara. Melalui hal 
tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap hak anak sebagai 
generasi penerus bangsa. 
Berdasarkan data dan fakta dilapangan, penelitian ini akan dilaksanakan 
di Taman Cerdas yang baru saja di gerakan oleh Solo Mengajar, yaitu Taman 
Cerdas Joyotakan, Kecamatan Serengan, Surakarta. Penelitian ini bermaksud 
untuk menganalisis strategi komunitas Solo Mengajar dalam meningkatkan 
kesadaran warga terhadap pemenuhan hak pendidikan anak. Sehingga dapat 




Peningkatan kesadaran warga terhadap pemenuhan hak pendidikan anak 
juga merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan warga untuk meningkatkan 
pengetahuan warga (civic knowledge), keterampilan warga (civic skill) serta watak 
kewarganegaraan (civic disposition). Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi 
penelitian ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul 
“STRATEGI KOMUNITAS SOLO MENGAJAR DALAM 
MENINGKATKAN KESADARAN WARGA TERHADAP PEMENUHAN 
HAK PENDIDIKAN ANAK”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Mengapa perlu adanya strategi Solo Mengajar dalam meningkatkan kesadaran 
warga terhadap pemenuhan hak pendidikan anak? 
2. Bagaimana strategi komunitas Solo Mengajar dalam meningkatkan kesadaran 
warga terhadap pemenuhan hak pendidikan anak? 
3. Apa saja hambatan-hambatan Solo Mengajar dalam meningkatkan keasadaran 
warga terhadap pemenuhan hak pendidikan anak? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, antara lain adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui alasan-alasan perlu adanya strategi Solo Mengajar dalam 
meningkatkan kesadaran warga terhadap pemenuhan hak pendidikan anak di 
Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, kota Surakarta. 
2. Menganalisis strategi yang dilakukan Solo Mengajar dalam meningkatkan 
kesadaran warga terhadap pemenuhan hak pendidikan anak. 
3. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi Solo Mengajar dalam 






D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 
pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah wawasan tentang peran serta Komunitas Solo Mengajar dalam 
meningkatkan kesadaran warga terhadap pemenuhan hak pendidikan anak. 
b. Dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang mendasari penelitian yang 
lebih luas cakupannya dan mendalam kajiannya. 
c. Menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya 
yang relevan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi organisasi-organisasi 
sosial di bidang pendidikan lainya dalam menerapkan strategi untuk 
meningkatkan kesadaran warga terhadap hak pendidikan anak. 
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada komunitas Solo 
Mengajar untuk lebih meningkatkan program maupun kegiatan yang 
berhubungan dengan kesadaran warga dan hak pendidikan anak. 
 
 
 
  
 
